
50 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Program BPJS di Rumah Sakit Toto Kabila Bone Bolango sudah berlangsung 

dari awal tahun 2014 dimana program BPJS sudah diluncurkan oleh Pemerintah 

Pusat serentak di Indonesia dan hingga saat ini Program BPJS di Rumah Sakit 

Toto sudah berjalan sesuai aturan yang ada serta pedoman pelaksannya. Hal ini 

dapat dilihat mulai dari sistem pelayanan BPJS, sampai dengan aturan 

pelaksanan BPJS yang di buat sendiri pihak Rumah Sakit Toto Kabila Bone 

Bolango untuk mendukung penyelenggaraan Program BPJS itu sendiri. Selain itu 

SDM pelaksana di Rumah Sakit yang cukup memadai, didukung dari sumber 

pendaanan klaim BPJS Kesehatan, serta sarana prasarana yang sudah baik. Tapi 

Implementasi dari pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Mengenai 

Sistem Jaminan Sosial Nasional itu belum efesien karena implementasi itu adalah 

suatu tahapan proses yang telah direncakan terdahulu untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu. Dan suatu implementasi itu dikatakan berhasil apabila sistem 

pelayanan BPJS di Rumah Sakit Toto juga berjalan sesuai dengan standar 

pelayanan kesehatan sehingga tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. 
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2. Dalam melaksanakan penyelenggaraa BPJS pihak Rumah Sakit Toto juga 

mengalami kendala dalam memberikan pelayanan terhadap BPJS. Kendalanya 

yaitu sebagai berikut: 

a. Kepesertaan BPJS (Peserta Mandiri) 

Permasalahan Kepesertaan lebih banyak timbul dari peserta-peserta yang 

baru menggunakan kartu BPJS, masih banyak peserta yang kurang paham 

dengan penggunaan kartu BPJS, serta banyak juga yang tidak mengerti 

dengan alur pelayanan menggunakan kartu BPJS. Peserta yang sering kali 

mengeluh baik dari sistem pelayanan, administrasi, serta mengeluh harus 

antrian panjang. 

b. Kurangnya Kesadaran Masyrakat 

Hambatan yang lain terjadi ialah akibat kurangnya kesadaran Masyarakat 

dalam penggunaan kartu BPJS saat berkunjung untuk berobat, dimana para 

pasien/masyarakat yang berkunjung untuk berobat tidak membawa kartu 

BPJS sehinga hal tersebut dapat memperlambat pelayanan pasien/masyarakat 

dalam pelayanan pengobatan. Meskipun petugas kesehatan tetap melayani 

pasien yang ingin berobat namun tidak membawa kartu BPJS akan tetapi 

pasien tersebut tidak akan segera dilayani dengan cepat apabila ada pasien 

lain yang juga ingin berobat dengan membawa kartu  BPJS, maka pasien 

yang membawa kartu akan didahulukan pelayanannya oleh petugas kecuali 

pasien yang tidak membawa kartu  BPJS dalam keadaan yang sangat darurat 

dan harus segera mendapat pelayanan dari petugas kesehatan. 
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c. Minimnya Pendidikan Masyarakat 

Hambatan lain adalah minimnya pendidikan dari peserta BPJS. Contoh 

pasien peserta mandiri, pasien itu sudah tau ini kartu BPJS, ketika mereka 

sakit mereka langsung ke Rumah Sakit, tidak minta rujukan dari puskesmas 

untuk rawat inap, sementara untuk rawat jalan bagi peserta BPJS itu harus 

membawa rujukan, dan itu sudah ada sosialisasi dari desa sudah 

diberitahukan bahwa apabila ada anggota keluarga yang sakit apabila berobat 

ke Rumah Sakit dan menggunakan Kartu BPJS dia harus punya rujukan dulu 

dari puskesmas untuk rawat jalan sebab tidak akan dilayani bila tidak 

membawa rujukan, dan pihak BPJS juga tidak mengeluarkan Surat Egebilitas 

Peserta. 

d. Kurang Tepat Sasaran Pada Masyarakat Miskin 

 

Yang dimaksud kurang tepat sasaran dalam hal ini ialah dimana sasaran 

pembagian kartu BPJS terhadap orang yang benar-benar miskin dan tidak 

mampu tidak merata seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Apabila warga 

masyarakat yang merasa berhak menerima kartu BPJS haruslah melaporkan 

atau memberikan lampiran Surat Keterangan Miskin (SKM) dari kantor 

Kecamatan, Desa maupun RT/RW sehingga bisa dilihat dengan jelas 

bagaimana seharusnya menyalurkan pembagian kartu BPJS agar tepat 

sasaran sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 125/MENKES/SK/II/2008 tentang pedoman penyelenggaraan 
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Program BPJS agar tercapainyai program bantuan sosial untuk pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu 

1.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti menyimpulkan tiga saran sebagai 

berikut: 

1. Diharapkan kepada pihak Pemerintah baik Pusat maupun Daerah kiranya 

dapat memberikan dukungan dalam upaya pengembangan RSUD Toto 

Kabila Bone Bolango. 

2. Adanya peningkatan sumber daya tenaga kesehatan khususnya tenaga Dokter 

Spesialis, Perawat dan Tenaga Kesehatan lainnya. 

3. Adanya kerjasama dari berbagai pihak terkait baik lintas program maupun 

lintas sektor dalam peningkatan pelayanan kesehatan.  
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